
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

     NOMOR 11 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 76 TAHUN 2022 
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 11 

TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN KESEHATAN SEMESTA (UNIVERSAL 
HEALTH COVERAGE) BAGI PENDUDUK KOTA SURABAYA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional dan Universal Health Coverage Jaminan
Kesehatan Nasional di Kota Surabaya, telah ditetapkan
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) Bagi
Penduduk Kota Surabaya;

b. bahwa memperhatikan aspek kesehatan merupakan
komponen vital dalam kehidupan manusia di era modern saat
ini, dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Jaminan
Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage), maka
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11
Tahun 2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta (Universal
Health Coverage) Bagi Penduduk Kota Surabaya, perlu ditinjau
kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang  Pencabutan Peraturan Walikota Surabaya
Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaminan
Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage) Bagi
Penduduk Kota Surabaya.

Mengingat :      1. Undang-Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 150 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4674) 

 

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);  

 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

 

7. Undang-Undang Nomor  24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 

 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang 
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5746) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372); 
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 186);  

 

12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 

 

13. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan 
Nasional; 

 

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 
tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122); 

 

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang 
Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan 
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 367); 

 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
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18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 
Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 3); 

 

19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77); 

 

20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 2021 
tentang Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health 
Coverage) Bagi Penduduk Kota Surabaya (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 11). 

 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENCABUTAN  PERATURAN 
WALIKOTA SURABAYA NOMOR 76 TAHUN 2022 TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 
11 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN KESEHATAN SEMESTA 
(UNIVERSAL HEALTH COVERAGE) BAGI PENDUDUK KOTA 
SURABAYA. 

 

Pasal 1 
 

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 11 Tahun 
2021 tentang Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Health 
Coverage) Bagi Penduduk Kota Surabaya (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2022 Nomor 77) dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 
 

Pasal 2 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Surabaya. 

 

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Februari 2023 

 

      WALIKOTA SURABAYA, 
 

ttd 
 

 ERI CAHYADI 
 
 
 
Diundangkan di......... 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 1 Februari 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M. 
 Pembina Utama Muda 

NIP 19690809 199501 1 002 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023 NOMOR 11 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN 

HUKUM DAN KERJASAMA 

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH. 
Jaksa Madya 

NIP. 19780307 200501 1 004 


